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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris termasuk bagian dari hukum Islam yang menduduki tempat
sangat penting karena setiap orang akan mengalami hal demikian, sebab setiap
orang akan merasakan kematian dan dari kematian itu ada harta yang di
tinggalkan semasa hidup ketika mencari Nafkah untuk memenuhi kebutuhan.! Hal
ini berarti bahwa ketika Allah SWT telah memerintahkan setiap manusia untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya dengan nikmat yang telah Allah SWT berikan di

muka bumi ini sesuai dengan yang tertuang dalam QS. At-Taubah ayat 105.
Erwist Ly Ly o § | Voo o2 A ,%e% sl CRes o . &Y. s PP P &
S salgdll s cuall ale () (505005 G3aesall s Al s aSla dll (s s | 3lac ) (i

g a)/=f~ 5’.“-‘3" -
Terjemahan:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya,
dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan
dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata.
Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu
kerjakan.”?

Maka ketika manusia itu telah tiada, dengan sendirinya menjadi
kewajiban kepada para pihak keluarga untuk membagi harta tersebut dengan
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sebab setiap

nyawa yang kembali kepada penciptanya hanya kembali dengan bekal berupa

'Saifullah Basri, “Hukum waris islam (Fara’id) dan penerapannya dalam masyarakat
islam”, jurnal kepastian hukum dan keadilan, vol. 1, No. 2 (juni 2020), Hal.38

2Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi
dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih”, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an : 2010),
Hal.188



amal ibadah dan kebaikan semasa di dunia, bukan dengan harta yang
dikumpulkan. Olehnya itu menjadi wajib harta tersebut dibagikan agar kiranya si
mayyit tidak meninggalkan generasi yang lemah dari segi finansial, yang berarti
bahwa melalui harta yang dibagikan tersebut bisa menjadi modal utama untuk

melanjutkan hidup sepeninggal si mayyit.

Bersamaan dengan apa yang disampaikan di atas, Maluku sendiri memiliki
beberapa daerah muslim yang masih mempergunakan kaidah-kaidah Islam dengan
baik dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Salah satunya di
wilayah Kabupaten Maluku Tengah khususnya Kecamatan Salahutu yang
kemudian dilestarikan sebagai budaya atau kebiasaan. seperti, halnya budaya
saudara kawin yang merupakan salah satu bentuk implementasi nilai syariat dalam
hal penengah (Hakamain) atas penyelesaian persoalan dalam perkawinan

sebagaimana yang tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 35.
A 3853 ASial Tu 8 &) FLlAT (a L&a s AT Ba L&A 1 5inild Lagis (3182 afas )

BANE L R+
Terjemahan:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya.
utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai
dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah
(perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.””

Saudara kawin hadir sebagai juru damai yang berperan menasehati kedua

belak pihak dalam mendamaikan atau mencari solusi atas masalahnya atau

3Kementerian Agama Republik Indonesia,Ibid., Hal.84



melanjutkan ke pengadilan.* Selain itu ada juga budaya lainnya seperti Panahu
Rima ( Kumpul Basudara) serta Aisyaru (menjenguk orang yang berduka) dimana
tradisi ini sejatinya merupakan bentuk implementasi dari nilai tolong-menolong
dan peduli akan sesama serta meringankan beban orang lain, seperti yang

diamanatkan dalam QS. Al-Maidah ayat 2 dan QS. Al-Hujurat ayat 10.

Terjemahan:

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-
Nya.”

Coan 56 a8l a1 5815 43581 (4 AL E58 (3l
Terjemahan:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu
damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada
Allah agar kamu dirahmati.”®

Kebiasaan sebagai bentuk penerapan akidah islam yang baik juga
tergolong didalamnya konsep penyelesaian sengketa harta warisan dalam keluarga
yang umumnya penyelesaiannya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berbeda
di setiap daerah yang ada di maluku umumnya dan salahutu khususnya. seperti
halnya penyelesaian sengketa harta warisan di Desa Liang, Kecamatan Salahutu,

Kabupaten Maluku Tengah.

4Gazali Rahman, “pengangkatan adat saudara kawin di Negeri Tulehu Kecamatan
Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dalam menyelesaikan konflik dalam Rumah Tangga”, Jurnal
Tahkim, Vol.12, No.2 (2016), Hal.38

SKementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit., Hal.106

®Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibid., Hal.516



Desa Liang biasa disebut dengan nama Rian atau Uli sailesi dan dikepalai
oleh seorang Raja yang bergelar sebagai Tuan Upulatu (Raja).” Raja sebagai
kepala pemerintahan Desa Liang tentu tidak dapat menjalankan tugasnya tanpa
bantuan dari lembaga-lembaga tertentu yang memiliki kewenangan dan
tupoksinya masing-masing. Berkaitan dengan perkara harta warisan, umumnya
secara realita masyarakat Desa Liang menyelesaikannya bisa secara kekeluargaan.
Tetapi di sisi lain, ada sebagian masyarakat Desa Liang yang mengadukan perkara
harta warisan kepada salah satu lembaga pembantu raja, yakni penghulu Negeri.
Hal inilah yang kemudian disebut sebagai sengketa dalam harta warisan,
disebabkan karena ada unsur pengaduan layaknya gugatan yang di laporkan

kepada pihak pengadilan.

Persoalan harta warisan atau waris termasuk dalam kategori sengketa
perdata, yang penyelesaiannya tidak hanya bisa dilakukan di dalam pengadilan,
tetapi bisa menggunakan alternatif di luar pengadilan .Penyelesaian suatu
sengketa di luar pengadilan salah satunya ialah menggunakan cara arbitrase
syariah (Tahkim), dimana perjanjian dibuat secara tertulis oleh para pihak yang
bersengketa tetapi melalui proses-proses diskusi terlebih dahulu.® Hal ini yang
kemudian merupakan bentuk interaksi sosial dari masyarakat Desa Liang dengan

penghulu Desa Liang. Sebab mengingat bahwa hakekat manusia pada dasarnya

" Data Induk Negeri Liang, https://negeriliang.id/ ,diakses pada Rabu 15 Juni 2024, pukul
20.00

8Tuti Haryanti, “kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi
syariah”, Jurnal Tahkim, Vol.9, No. 1, (Juni 2013), Hal.78



membutuhkan bantuan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan

dalam persoalan penyelesaian sengketa.’

Penghulu berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah orang
yang memimpin, kepala atau ketua kampung, negeri, atau kepala adat, maupun
kepala urusan agama Islam di kabupaten atau kota madya bahkan sebagai
penasehat urusan agama Islam.'Penyelesaian sengketa masyarakat sebagai
sebuah tanggung jawab penghulu, secara faktanya juga dilakukan oleh penghulu
yang berkedudukan dalam Negeri atau daerah yang berada dalam wilayah
Maluku. Diantara banyaknya sengketa yang diselesaikan, salah satunya yang
dirasa cukup familiar ialah penyelesaian sengketa harta waris yang diselesaikan
oleh penghulu Negeri seperti Penghulu Desa Liang, Kecamatan Salahutu,

Kabupaten Maluku Tengah.

Walaupun begitu, pada dasarnya lembaga yang berhak dan memiliki
kewenangan secara hukum untuk menyelesaikan perkara waris adalah pengadilan
agama. Sebab pengadilan agama sebagai peradilan islam limiatif hadir sebagai
salah satu bentuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan
berperan tentunya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan

kepastian hukum mengenai perkara perdata islam tertentu!!. Hal ini berdasarkan

°Gazali Rahman,Op.Cit., Hal.60

"Badan  Pengembangan dan  Pembinaan Bahasa “KBBI IV  Daring”,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghulu , Diakses pada Kamis, 13 Juni 2024, Pukul 23.52.

""Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,
“Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris”,
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ ,diakses pada Rabu 19 Juni 2024,
Pukul 13.33



ketentuan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

pengadilan agama, yang menyebutkan bahwa:'?

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antar orang-orang yang bergama
islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infaq,

shadqoh dan ekonomi syariah”

Selain itu melihat kepada fakta lapangan yang ada, bahwasanya walaupun
lembaga penghulu Negeri di Desa liang diakui keberadaannya oleh masyarakat
setempat tetapi tidak semua keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga penghulu
Negeri Liang mendapatkan feedback atau persetujuan dan keberterimaan yang
baik dari masyarakat setempat. Sehingga ada perlawanan-perlawanan yang kian di
lakukan oleh masyarakat dan menimbulkan perselisihan yang berakibat sangat
fatal bahkan pada titik putusnya silaturahim antar masyarakat setempat yang
bersengketa dengan penghulu Negeri Liang. Hal ini menjadi persoalan yang
cukup penting untuk diselesaikan, karena menyangkut dengan kinerja penghulu

Negeri yang mendapatkan ketidaksetujuan atas apa yang diputuskan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Penyelesaian sengketa harta warisan oleh penghulu
Negeri perspektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Liang, Kecamatan

Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah)”.

2Mufi Ahmad Baihaqi, “kewenangan pengadilan agama dalam pembagian waris””,
Mahkamah Agung Republik Indoensia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/drs-mufi-ahmad-baihaqi-m-h, Hal.
1-2



B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini

adalah :

a) Bagaimana metode penyelesaian sengketa harta warisan pada masyarakat
Desa Liang oleh penghulu Negeri Liang?
b) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap metode yang digunakan

dalam menyelesaikan sengketa harta warisan oleh penghulu Negeri Liang?

2. Batasan Masalah

Mengingat permasalahan ini memiliki cakupan yang luas, maka permasalahan
pada tulisan ini dibatasi pada metode yang digunakan Penghulu Negeri Liang
dalam menyelesaikan sengketa warisan ditengah masyarakat Desa Liang yang
sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip kewarisan dan pembagiannya dalam

kacatama syariat islam.

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam tulisan ini

adalah :

1. Untuk mengetahui metode penyelesaian sengketa harta warisan pada

masyarakat Desa Liang oleh penghulu Negeri Liang.



2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap metode yang
digunakan dalam menyelesaikan sengketa harta warisan oleh penghulu

Negeri Liang.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris atau hukum kewarisan dalam Islam merupakan suatu bentuk
hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta
peninggalan(tirkah) dari Al-Muwarist(orang yang mewariskan) kepada ahli
waris(al-warits) dengan menetapkan siapa ahli waris dan berapa hak-haknya.
Dalam pandangan ilmu figih, Hukum waris lebih dikenal dengan sebutan ilmu
Faraidh.! Faraidh merupakan bentuk jamak dari kata Faraidh yang berasal dari
kata Farada — Fariidhoni - Faridhoh yang bermakna ketentuan.?.selain bermakna
ketentuan, kata faraidh juga dimaknai dengan ketetapan atau gath’i, rendah atau
inzal, penjelasan atau tabyin, serta membenarkan atau ihlal serta lafadz waris
memiliki beberapa arti yakni “menggantikan kedudukan, mewariskan dan

mewarisi”.?

Berdasarkan Pasal 171 kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa
Hukum Kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak

pemilihan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang

1Saifullah Basri, Op.Cit.,Hal. 40

2 H,A. Khisni, “Hukum waris Islam”,(Semarang:UNISSULA PRESS,2017),Hal.1

SAmrin, A. (2022). “Tinjauan Hukum islam terhadap hukum waris beda agama”, Syar’ie
: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 5(2), Hal.149



10

berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.* Sedangkan
dalam kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHP) dijelaskan bahwa berkaitan
dengan hukum waris tidak terdapat pasal tertentu yang menjelaskan secara khusus
makna hukum waris itu sendiri, hanya saja pada pasal 830 KUHP mengandung
pokok gagasan bahwa dalam hal pewarisan, harta yang ingin diwariskan dapat

terjadi hanya dengan satu alasan yakni kematian.’

Dalam beberapa literatur lainnya, terdapat beberapa pendapat para ahli

hukum yang menjelaskan makna hukum waris itu sendiri, diantaranya:

a. Wirjono Projodikuro, mengatakan bahwa hukum waris adalah soal
bagaimana dan apakah hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang
pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih
hidup.®

b. R.Subekti, menyatakan bahwa hukum waris mengatur hal ihwal tentang
benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia. Dapat juga
dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan

kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.’

4Syarief Husein, Akhmad Khisni, “Hukum waris islam di Indonesia (studi perkembangan
hukum kewarisan dalam kompilasi hukum islam dan praktek di pengadilan agama), jurnal AKTA,
volume 5, No. 1, Hal.79

SDiana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, Claressia Sirikiet Wibisono, “Sistem
pewarisan menurut Hukum perdata”, Jurnal hukum, politik dan ilmu sosial (JHPIS), volumr 1,
No. 3 (september 2022), Hal. 208

SWirjono Projodikuro, “hukum warisan di Indonesia”, (Bandung IS Gravennage Vroking
can Hove, 1962), Hal.§, dikutip olehWati Rahmi Ria & Muhamad Zulfikar “Hukum waris
berdasarkan sistem perdata barat dan kompilasi Hukum islam”, (Bandar Lampung:2018), Hal.3

"Surini Ahlan Sjarif, “Intisari hukum waris menurut Burgelijk Wetboek”, cet. 11, (Jakarta
Ghalia Indonesia 1992), Hal.13, dikutip olehWati Rahmi Ria & Muhamad Zulfikar “Hukum waris
berdasarkan sistem perdata barat dan kompilasi Hukum islam”, (Bandar Lampung:2018), Hal.3



11

c. H.M. Idris Ramulyo, mengatakan bahwa hukum waris ialah himpunan
aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan
hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan, bagaimana
kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-
masing secara adil dan sempurna.®

d. Imam Ali Al-Shabuni, menjelaskan defenisi dari waris islam ialah aturan
pemindahan harta dari pemiliknya yang telah meninggal kepada ahli

warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda yang jelas ataukah

harta yang berbentuk hak yang abstrak.’

Berdasarkan pengertian secara etimologi, maupun terminologi serta
pandangan para ahli Hukum, sehingga dapat dipahami bahwa Hukum waris (Ilmu
Faraidh) adalah bentuk ilmu hukum yang mengatur tentang bagaimana harta
warisan itu terhadap ahli waris, serta bagaimana ketentuan-ketentuan dalam

pembagiannya.

2. Rukun dan syarat waris
Dalam hukum mawaris pun, terdapat beberapa beberapa rukun dan
syarat yang patut untuk diperhatikan. Adapun rukun pembagian warisan

terdapat 3 point, yaitu:'°

SHM Idris Ramulyo, ”Beberapa Masalah pelaksanaan hukum kewarisan perdata barat)
Burgerlijk Wetboek (Jakarta sinar Garafika), Hal. 13-14, dikutip olehWati Rahmi Ria & Muhamad
Zulfikar “Hukum waris berdasarkan sistem perdata barat dan kompilasi Hukum islam”, (Bandar
Lampung:2018), Hal.3

Muhammad Ali Al-Shabuni, “Al-Mawaritsh Fi Al-Syari’ah  Al-Islamiyah”,
(Beirut:Daral-Qalam 1989), hal.32, Dikutip Amrin, A. (2022). “Tinjauan Hukum islam terhadap hukum
waris beda agama”, Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 5(2), Hal.149

19Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris & Zuhdi Hasibuan, “Hukum waris”,(Medan:
CV.Manhaji 2015),Hal. 14-15
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a. Al-Muwarris, yakni orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, dimana
Al-Muwarris benar-benar telah meninggal dunia, baik secara hakiki,
hukmi ataupun secara taqdiri (perkiraan).

b. Al-Waris atau ahli waris. Ahli waris ialah orang yang dinyatakan
mempunyai hubungan kekerabatan baik atas dasar hubungan darah
(nasab), hubungan sebab perkawinan (semenda) maupun akibat
memerdekakan hamba sahay, walaupun saat ini kedudukan hamba sahaya
tidak terlalu menonjol layaknya zaman dahulu. Syaratnya ialah pada saat
meninggalnya Al-Muwarris, ahli waris haruslah dalam keadaan benar-
benar hidup.

c. A-Maurus atau Al-Miras, yaitu harta peninggalan Al-Mawarris yang ada
setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan

pelaksanaan wasiat.
Sedangkan, terdapat beberapa syarat dalam hal kewarisan, diantaranya:
a. Matinya muwarrist (orang yang mewariskan)

Matinya muwarist menjadi asbab yang mengakibatkan warisannya dengan

sendiri beralih kepada ahli warisnya, dengan 3 bentuk kematian:!!

1) Mati hakiki (mati sebenarnya/sejati)

Yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui

pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.

2) Mati hukmi (Yuridis)

1 Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris & Zuhdi Hasibuan, Ibid., Hal. 13



b.

13

Mati hukmi mengandung arti bahwa secara yuridis seseorang
sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya
terhadap orang yang mafqud, yakni yang hilang tanpa diketahui dimana
keberadaannya dan bagaimana keadaannya. Dimana setelah ditunggu
beberapa waktu tertentu, dengan memperhatikan beberapa pertimbangan
tertentu, setelah itu hakim boleh memutuskan bahwa orang tersebut telah

meninggal dunia.

3) Mati taqdiri (menurut dugaan)

Mati takdiri dimaknai sebagai kematian yang hanya berdasarkan
dugaan keras atau perkiraan, misalkan seorang lelaki yang keluar untuk ke
medan perang tetapi dalam jangka waktu yang panjang tidak di kembali
serta tidak ada informasi tentang dirinya, maka secara dugaan bisa

disimpulkan bahwa dirinya telah tiada akibat peperangan tersebut..

Hidupnya waris (ahli waris) disaat kematian muwaris

Ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan ialah ahli waris yang

harus benar-benar hidup pada saat muwarris meninggal dunia. Persyaratan ini

dinilai penting terutama pada ahli waris yang mafqud (hilang tidak diketahui

beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya.'’Artinya tidak

dikatakan ahli waris ketika tidak ada wujudnya disaat meninggalnya muwaris,

baik karena ahli waris sudah meninggal juga ataupun ahli waris berbeda agama

sehingga kemungkinan untuk benar-benar ada sangat kecil.

12Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris & Zuhdi Hasibuan, Ibid.,Hal. 13-14
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c. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi

Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti, apakah ada kondisi-
kondisi yang dapat menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari mawani’ul

irtsi yakni perbudakan, pembunuhan, berlainan agama, dan perbedaan agama.'?
3. Pembagian waris

Ahli waris secara umum dapat dikelompokkan kepada dua bentuk yaitu

ahli waris sababiyya dan ahli waris nasabiyah.'*

1. Ahli waris sababiyah merupakan orang yang berhak mendapatkan
bagian harta warisan dengan sebab adanya akad perkawinan,
misalnya antara suami isteri yang saling mewarisi karena ada
hubungan pernikahan.

2. Ahli waris nasabiyah merupakan orang yang berhak memperoleh
harta warisan atas dasar hubungan darah/nasab. Ahli waris ini
dibedakan kepada 3 jenis yaitu furu’ al-mayyit, usul al-mayyit, dan
al-hawasyi.

Berdasarkan kompilasi hukum islam, terdapat beberapa ketentuan yang

mengatur pembagian harta warisan, yakni sebagai berikut:!®

a. Kelompok ahli waris dzawil furud, yaitu:

13Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris & Zuhdi Hasibuan, Ibid., Hal. 14

14Siti Jumiati Salatin, “Skripsi:Tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian
warisan (studi di DEsa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah)”, (2020),
Hal.3

1H Akhmad Khisni, Op.Cit., Hal.12-146
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Pertama, ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak

keturunan. hal demikian dinyatakan dalam pasal 177 KHI, bahwa:'®

“ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan
anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”.

Kedua, ibu mendapat 1/6 bagian bila pewaris mempunyai anak/keturunan,
atau pewaris mempunyai dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu)
mendapatkan 1/3 jika pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan atau pewaris
meninggalkan satu orang saudara (sekandung, seayah, seibu). Hal ini sebagaimana

demikian dinayatakan dalam pasal 178 KHI ayat (1), bahwa:!”

“Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau
lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia
mendapat sepertiga bagian.”

Ayat (2);

“ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau
duda bila bersama-sama dengan ayah”

Ketiga, duda mendapat '2 bagian bila pewaris meninggalkan
anak/keturunan, mendapatkan ' bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan.

Demikian dinyatakan dalam pasal 179 Kompilasi hukum islam, bahwa:'®

“Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak,
dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat
bagian”.

16K ompilasi Hukum Islam, (Jakarta:Tim Permata Press 2023),Hal.55
"Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.56
8K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.56
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Keempat, janda mendapat 1/8 bagian bila meninggalkan anak/keturunan,
mendapat Y4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian

halnya yang dinyatakan dalam pasal 180 kompilasi Hukum islam ,bahwa:'’

“janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan
anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat
seperdelapan bagian”.

Kelima, Seorang anak perempuan mendapat ’2 bagian, dua orang atau
lebih anak perempuan mendapar 2/3 bagian, bila tidak ada anak laki-laki atau
keturunan dari anak laki-laki. Dan apabila anak perempuan bersama dengan anak
lakilaki, maka bagian anak-laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak
perempuan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 176 KHI, bahwa:?°

“anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua
orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan
apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian
anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Keenam, Seorang saudara perempuan atau laki-laki (baik sekandung,
seayah, seibu) mendapat 1/6 bagian, apabila terdapat dua orang atau lebih saudara
(sekandung, seayah, seibu) mendapat 1/3 bagian, jika saudara (sekandung, seayah,
seibu) mewaris bersama ibu pewaris. Demikian dinyatakan dalam Pasal 181 KHI
bahwa:?!

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka

saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu makamasing- masing

mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka
mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian”.

YK ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.56
20K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.55
2K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.56
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Ketujuh, Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah, seibu)
mendapat ’2 bagian, dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung atau
seayah mendapat 2/3 bagian, jika saudara perempuan tersebut mewaris
tidakbersama ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari
saudara laki-laki. Demikan dinyatakan dalam Pasal 182 KHI, bahwa:*

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia
mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia
mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama
dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih,
maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara
perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki
kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua
berbanding satu dengan saudara perempuan”.

b. Kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, yaitu sebagai

berikut:*3

1. anak laki-laki dan keturunannya,

2. anak perempuan dan keturunannya bila mewaris bersama anak
laki-laki,

3. saudara laki-laki bersama saudara perempuan bila pewaris tidak
meninggalkan keturunan dan ayah,

4. kakek dan nenek, dan

5. paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan
keturunannya.

c. Kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti,

yaitu:?*

. keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya,

22K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.56
H.Akhmad Khisni, “Hukum waris Islam”,(Semarang:UNISSULA PRESS,2017),Hal.20
2H. Akhmad Khisni, Ibid., Hal.20
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2. keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah,
seibu) mewarisi bagian yang digantikannya,

3. kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah,
masingmasing berbagi sama,

4. kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-
masing berbagi sama,

5. paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi
bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ayah,
dan,

6. paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi
bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ibu.

4. Dasar Hukum Waris

Persoalan hukum waris tentunya tidak hadir tanpa didasari hukum yang
jelas dan mengikat. Formulasi hukum kewarisan Islam dalam literatur figh

didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadits, yaitu:*
a) Al-Qur’an
Pertama, QS. An-Nisa (4) : 7
as (308915 o0 35 s el oLl 83558015 150 35 s i JIa 3
L3 e L™ 5 5141 B

Terjemahan:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan
kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta

BSyarief Husein, Akhmad Khisni, “Hukum waris islam di Indonesia (studi

perkembangan hukum kewarisan dalam kompilasi hukum islam dan praktek di pengadilan
agama), jurnal AKTA, volume 5, No. 1, Hal.77-79
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peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak,
menurut bagian yang telah ditetapkan.”?®

Kedua, QS. An-Nisa (4) : 11

Tl i e R (338 s B8 BT oY) baa (he SN AV o i Ry

CHT5 &1 (IS 5 58 Lan i) Laghia sal 5 OIS 4359 57 Latall Ll Bal 5 iS5

@

(ra$ Baa 23 e G 4236 540 AT & HATERI 4x88 5 5 4,55 205 A1 (&
Gile G& 4 &)%) Ga day 318 &1 o 2600 G300 Y BT 504 0n 5

15:5 -

Terjemahan:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian
warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama
dengan bagian dua orang anak perempuan.Jika anak itu semuanya
perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia
memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua,
bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia
(yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak
mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya
mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa
saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah
(dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang)
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara
mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”?’

Ketiga, QS. An-Nisa (4) : 12

GRS s 50 2808 315 538 (I8 3a°315 Gl (85 Al &) 81550 5 e il K15 (63

A5 a0 I8 A5 &0 &0 AT &) 255 e @850 5615% 00 51 Ly Cnm 3 By 22 (e

2K ementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi
dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih”, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an : 2010),
Hal.78

27K ementerian Agama Republik Indonesia, Ibid., Hal.78
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Terjemahan:

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-
istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu
mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan
setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai
anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah
dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun
perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara
perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu
seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih
dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu,
setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar)
utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan
Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”?8

Keempat, QS. An-Nisa (4) : 33
IR T g EEL S P R R 5 M JUR [\ RE AL ECRHE G
e ol K e 8
Terjemahan:
”Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli
waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib
kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan

mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha
Menyaksikan segala sesuatu.”?’

Kelima, QS. An-Nisa (4) : 174

it 1538 2800 T35 55 53 a5 el 38 Gl L

28K ementerian Agama Republik Indonesia, Ibid., Hal.79
2K ementerian Agama Republik Indonesia, Ibid., Hal.83
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Terjemahan :

“Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran
(Nabi Muhammad dengan mukjizatnya) dari Tuhanmu dan telah Kami
turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Qur’an).”°

Keenam, QS. Al-Anfal (8) : 75
‘°/ o2t o~ AN ,,/%’i ’Tﬂ{ & - A1y~ - o2 -7 . Ao~ g. 5’3,‘ ’.O'ﬁ,
3 paaxy slA Y1 1) 5 A Slldle aSaa Tamalag 155l 5 2 Ge 13aal (s
Bl o0 O A OF AN IS (8 iy

Terjemahan:

“Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad
bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang
yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi
sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu.”!

b) Hadits Rasulullah SAW

Pertama, hadits Nabi dari Ibn Abbas Menurut riwayat Al-Bukhari:

JE e o) G el G eesta B RS 1A 5 WS el 53 ) Al RS

Jas sV sed i L el Gl oal) 1ially iy e 40 T i 0505 08

)55)32

Artinya:
“Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan
kepada kami Wahib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Tawus, dari
ayahnya, dari ibnu Abbas dia berkata : Rasulullah bersabda : berikan

bagian-bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya kepada laki-laki
yang dekat”

Kedua, Hadits Nabi dari jabir bin Abdillah yang berbunyi:

39K ementerian Agama Republik Indonesia, Ibid., Hal.105

31K ementerian Agama Republik Indonesia, Ibid., Hal.186

32Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bukhari Al-Ja’fiy, “Shohih Bukhari”, (Damaskus:
Dar Ibnu Katsir, Dar Al-Yamamah, 1993), Juz 6, No. 6354, Hal.2447
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Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Abdu Bin Humaidin berkata : telah
menceritakan kepada kami Zaariya Bin ‘Adiyyin berkata: Telah
mengabarkan kepada kami Abdullah Bin Amri dan dari Abdullah Bin
Muhammad Bin ‘Aqilin, dari Jabir Bin _Abdillah berkata: janda Sa‘ad
datang kepada Rasulallah SAW, bersama dua anak perempuannya. Lalu ia
berkata: —Ya Rasulallah, ini dua anak perempuan Sa‘ad yang telah gugur
secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil
harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk
mereka. Keduanya tidak dapat kawan tanpa hartal. Nabi berkata: —Allah
akan menetapkan hukum dalam kejadian inil. Kemudian ayat-ayat tentang
kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: —Berikan dua pertiga
untuk untuk dua orang anak Sa‘ad, seperlapan untuk istri Sa‘ad dan
selebihnya ambil untukmu.

Selain dasar hukum yang berasal dari Al-Qur’an dan Hadits, hukum
kewarisan juga didasari atas ketetapan peraturan perundang-undangan , yang

termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni dalam pasal 171 hingga pasal

193.34
Pasal 171 33

Yang dimaksud dengan:

3Abu Isa Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi, “Al-Jamiul Kabir (Sunan At-Tirmidzi)”,
(Beirut: Dar Al-Garbul Islamiyyah, 1996), Juz 3, No. 1092, Hal.598

3Syarief Husein, Akhmad Khisni, “Hukum waris islam di Indonesia (studi
perkembangan hukum kewarisan dalam kompilasi hukum islam dan praktek di pengadilan
agama), jurnal AKTA, volume 5, No. 1, Hal.79-82.

%K ompilasi Hukum Islam, Op.Cit., Hal.53
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g)

h)
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Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,
menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa
bagiannya masing-masing.

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama
Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan
pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk
menjadi ahli waris.

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris
baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-
haknya.

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta
bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit
sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz),
pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang
lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal
dunia.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa
imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk
dimiliki.

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk
hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih
tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya
berdasarkan putusan Pengadilan.

Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu
Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi
yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya

atau lingkungannya.

Pasal 173:

2936

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1

2)

Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat para pewaris;

Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan
bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam

36K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.54
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dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih
berat.”’

Pasal 174:38
(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-
laki, paman dan kakek.

- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara
perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan
hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175:°

1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai,

b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan,
termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;

c. Menyelesaikan wasiat pewaris;

d. Membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak.

2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya
terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya

Pasal 176:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila
dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian,
dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka
bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak

perempuan.”*’

Pasal 177 :

“Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,
bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.”*!

Pasal 178:*

3K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.54
3K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.54
39K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.55
40K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.55
4K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.55
42K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.56
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1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih.
Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat
sepertiga bagian.

2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau
duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179:

“Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak,
dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat
bagian.”*

Pasal 180:

“ Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan
anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat
seperdelapan bagian.”**

Pasal 181:

“ Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka
saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat
seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka
bersama-sama mendapat sepertiga bagian.”*

Pasal 182:

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia
mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ua
mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama
dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih,
maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara
perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau
seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara

perempuan.”*®

Pasal 183:

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam
pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”*’

Pasal 184:

“ Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak
dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan
Hakim atas usul anggota keluarga.”*®

4K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.56
4K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.56
4K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.56
46K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.56
47K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.57
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Pasal 185:%°

1))

2)

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang
tersebut dalam Pasal 173.

Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris
yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186:

“ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling
mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”>°

Pasal 187!

)]

2)

Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh
pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk
beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda
bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para
ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai
dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan
yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188:

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat
mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan
pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak
menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan
gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian
warisan.”>?

Pasal 189:%

1

2)

Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang
dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan
dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang
bersangkutan.

Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena
di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang,
maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang

48K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.57
49K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.57
59K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.57
1K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.57
52K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.58
53K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.58
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dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai
dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190;

“Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing
isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan
suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para
ahli warisnya.”

Pasal 191:

“Bila pewaris tidak meninggalkanahli waris sama sekali atau ahli warisnya
tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan
Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk
kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.”>?

Pasal 192:

“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya
Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka
penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka
pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu
angka pembilang.”>®

Pasal 193:

“Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil
furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka
penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta
warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-
masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.”>’

5. Gambaran umum penghulu

Hadirnya penghulu bukan baru muncul saat ini, tetapi jauh sebelum
kolonial belanda datang dan menjajah Indonesia pun sudah dikenal istilah
penghulu, yakni ditandai pada zaman kerajaan. Setiap daerah sudah mengetahui

penghulu dalam tatanan pemerintahan Desa.

K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.59
>Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.59
56K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.59
57K ompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.59
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Eksistensi penghulu dikenal luas oleh masyarakat, utamanya masyarakat
Indonesia sebagai ahli di bidang agama Islam mengingat bahwa Indonesia
mayoritas beragama Islam.’® Hal ini berarti bahwa masyarakat Indonesia sudah
mengenal dan akrab dengan istilah penghulu, yang merupakan sebutan atas
jabatan keagamaan yang telah hadir dan berkembang di masyarakat sejak

beradad-abad lamanya.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, kedudukan
penghulu dan wewenangnya mengalami perkembangan dan banyaknya tugas yang
diembankan kepadanya.’® Diantara beberapa tugas penghulu di masa kolonial,

yaitu:®

a) Menjadi penasehat landraad. Berdasarkan Pasal 75 RR (Regeerings
Regelement) dan Pasal 7 RO (Regterlijke Organisatie), bahwa untuk
mengadili seorang muslim dalam wilayah Landraad dibutuhkan seorang
penghulu sebagai penasehat yang akan memberikan pandangan dari segi
agama.%'Hal ini berarti penghulu pada saat itu bertugas menjadi penesehat
yang mampu menangani masyarakat yang berperkara, serta sebagai
penengah yang bisa memberikan solusi,bahkan sampai pada tahap

pengambilan sumpah sekalipun.

8Megi Saputra, “penghulu wanita menurut penghulu kantor urusan agama kota
Yogyakarta”, jurnal Al-Ahwal, vol. 11, No. 2 (2018), Hal.200

®Megi Saputra, “penghulu wanita menurut penghulu kantor urusan agama kota
Yogyakarta”, jurnal Al-Ahwal, vol. 11, No. 2 (2018), Hal.201

9Suryo Arief Wibowo, “Peranan Penghulu Pada Masa Keresidenan Palembang Tahun
(1299-1361 H/1831-1942 M)”, Jurnal Tanjak:Jurnal sejarah dan peradaban Islam, Vol.2, No. 3
(2022), https://doi.org/10.19109/tanjak.v2i3.14027,Hal.290

61Suryo Arief Wibowo, Ibid., Hal.290
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Membantu penarikan pajak (belasting). Berdasarkan Undang-undang
simbur cahaya (aturan yang hadir setelah dikodifikasikan Belanda) pada
pasal 6, bab kaum disebutkan bahwa: Hendaklah lebai penghulu serta
khatib-khatib tolong atas pekerjaan pasirah, peroatin, maka dia orang
hendak pelihara buku jiwa (pencatatan penduduk) di dalam satu-satu
dusun dan tulis orang yang kawin dan mati dan perhitungan pajak.*Hal ini
mengandung makna bahwa saat itu, penghulu juga diikut sertakan dalam
melakukan penarikan pajak dari masyarakat, sehingga ada tanggung jawab
yang tidak hanya dari segi keagamaan tetapi pemerintah Belanda juga
melibatkannya dalam aspek sosial.

Membantu pencatatan penduduk. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 6
yang telah disinggung sebelumnya, penghulu mendapatkan di samping
mencatat perkawinan, disertai juga mencatat kematian.®® Hal ini
mengingat bahwasanya tugas tambahan ini lebih memudahkan lembaga
pencatatn, sebab setiap wilayah dibutuhkan penghulu dalam pengurusan
jenazah, artinya kabar kematian terlebih dahulu akan diberitakan kepada
panghulu setempat, sehingga penghulu bisa diistilahkan sebagai orang
yang dapat memelihara buku jiwa.

Mengawasi berjalannya pendidikan agama. Sesuai dengan staatsblad 1925
menyebutkan bahwa pengawasan atas pendidikan agama di masyarakat
tidak lagi dilakukan oleh sebuah panitia tertentu, melainkan dibawah

pimpinan dan pengawasan bupati dan patih, kepala distrik dan onderdistrik

62Suryo Arief Wibowo, Ibid., Hal.290
8Suryo Arief Wibowo, Ibid., Hal.291
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juga oleh lembaga penghulu landraad.®* Hal ini berarti, apabila dalam
melaksanakan tugas sebagai pengawas, lantas penghulu merasa keberatan
atau terlalu berat atas apa yang diembankan maka penghulu boleh untuk
meminta bantuan bawahannya yang dalam hal ini adalah distrik atau

onderdistrik seperti yang disebutkan sebelumnya.

Pada masa kesultanan, tugas dan tanggung jawab penghulu terbagi

menjadi tiga kelompok, yakni:®

1. Sebagai petugas ibadah. Dalam hal ini penghulu mengatur hal-hal yang
berkaitan dengan peribadatan di masjid, termasuk didalamnya pengelolaan
keuangan masjid, pemeliharaan masjid, serta membayar gaji para pegawai
masjid.

2. Bidang kekeluargaan. Penghulu mengatur dan mencatat pernikahan atau
perkawinan serta menyelesaikan perselisihan di antara suami isteri,
termasuk didalamnya masalah perselisihan rumah tangga dan pembagian
harta waris.

3. Bidang kemasyarakatan. Penghulu yang telah menguasai berbagai bidang
disiplin ilmu dan dipandang sebagai seorang mufti yang mampu dan dapat
untuk mengeluarkan fatwa keagamaan atas persoalan di tengah

masyarakat.

Tugas dan fungsi penghulu dengan berjalannya zaman yang begitu cepat,

sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, lembaga penghulu mengalami

84Suryo Arief Wibowo, Ibid., Hal.291
%Hasanudin, “Oftoritas penghulu dalam masyarakat Palembang”, (Palembang:UIN
Raden Fatah Press, 2022), Hal.103
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penyempitan tugas dan tanggung jawab. Sehingga ada perubahan, dimana
penghulu lebih di spesifikasikan tugasnya sebagai lembaga pencatatan perkawinan

bagi ummat Islam.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah kajian ilmiah, hal yang perlu dan penting untuk dilakukan
oleh peneliti ialah melakukan tinjuan kembali terhadap penelitian sebelumnya
dilakukan oleh peneliti lainnya. Hal ini penting dilakukan, karena memiliki
beberapa Alasan, diantaranya yang pertama untuk menghindari dan mengurangi
tingkat plagiasi dari sebuah karya ilmiah, kedua untuk membantu memahami
konteks dan masalah yang terkait dengan tpik yang akan diteliti, dan ketiga untuk
menggali serta menambah wawasan informasi dari penelitian sebelumnya

sehingga memiliki nilai tambah dan relevansi dengan pengetahuan yang ada.®

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Jumiati Salatin (2020),
mahasiswa program studi Hukum keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama
Islam Negeri Ambon. Dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
terhadap praktek pembagian warisan (Studi di Desa Malaka, Kecamatan Seram

Utara, Kabupaten Maluku Tengah). ¢’

Penelitian ini memfokuskan kepada proses pembagian warisan yang
terjadi di Desa Malaka, Kecamatan Seram Utara, kabupaten Maluku Tengah.

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga ditemui

Skripsiyukid, “pentingnya penelitian terdahulu dalam skripsi”, SkripsiYuk jasa
konsultasi skripsi online, https://skripsiyuk.com/pentingnya-penelitian-terdahulu-dalam-skripsi/ ,
Diakses pada 30 Maret 2024, Pukul 22.24 Wit

67Siti Jumiati Salatin, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pembagian
warisan (Studi di Desa Malaka, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah)”, (2020).
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bahwa pelaksanaan pembagian warisan pada wilayah ini didasarkan kepada sistem
kekerabatan atas musyawarah tanpa memperhatikan gender sesuai dengan
ketentuan pembagian dalam Al-Qur’an, sebab hanya disandarkan pada kesetaran

dalam keluarga.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tutty Rahmaliyah Kabalmay
(2019), mahasiswa program studi Hukum keluarga, Fakultas Syariah, Institut
Agama Islam Negeri Ambon. Dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan hukum
Islam terhadap praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat di Desa Ilath,

Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru”.%®

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang
pertama, dimana sama-sama memfokuskan penelitian pada praktek pembagian
warisan atas dasar musyawarah yang di dalamnya memperhatikan sistem
kesetaraan tanpa memperhatikan perbandingan bagian bagi laki-laki dan
perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian juga sama, yakni deskriptif
kualitatif, serta lokasi yang berbeda yakni pada Desa Ilath, Kecamatan Batabual,

Kabupaten Buru.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Madaniyal Hasanah

Nuriyyantiningrum, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisingo. Dalam

8Tutty Rahmaliyah Kabalmay, Skripsi: “Tinjauan hukum islam terhadap praktek
pembagian warisan berdasarkan wasiat di Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru”,
(2019).
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tulisannya yang bertujudul “Penetapan hak waris orang yang mati bersama dalam

perspektif Hukum Islam”, Vol.6, No. 1, pada Januari 2023.%°

Penelitian ini memfokuskan kepada proses pembagian harta warisan atas
kedua orang yang mati secara bersamaan, dalam keadaan tertentu misalnya seperti
bencana alam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan
pendekatan kualitatif, sehingga hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kedua
mayyit yang mati bersama tidak ada ketentuan dan kewajiban untuk saling

mewariskan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sayuti dan Dedy Sumardi,
mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
Dalam tulisan yang bertujudul “Model Penyelesaian Sengketa Waris Dalam

Masyarakat Aceh”, Vol.1, No. 2, 2021.7°

Penelitian ini memfokuskan kepada proses analisis yang dilakukan
terhadap penyelesaian sengketa harta warisan yang ada pada masyarakat
Bireuen,Aceh menggunakan alternative dispute resolution (system penyelesaian di
Luar pengadilan). Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat Bireuen,
Aceh ternyata lebih cenderung menggunakan teori negosiasi, konsiliasi dan
fasilitasi melalui system peradilan adat yang disebut peradilan gampoeng dan
mukim dibanding penyelsaian sengketa warisan dalam menggunakan system

system peradilan resmi negara, karena masyarakat menganggap bahwa system

89Madaniyal Hasanah Nuriyyantiningrum, “Penetapan hak waris orang yang mati
bersama dalam perspektif Hukum Islam”, Jurnal Istighna, Vol.6, No. 1, ( Januari 2023 )

0Sayuti, Dedy Sumardi, “Model Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Aceh”,
Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ), Vol.1, No. 2, (2021), Hal.87
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peradilan adat lebih mengedepankan upaya damai dan menjamin privasi antar

anggota keluarga.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Khozanah Ilma Terok, Zaini
Munawir & Anggreini Atmei Lubis, mahasiswa program studi [lmu Hukum,
Fakultas HukumUniversitas Medan Area, indonesia. Dalam  tulisan yang
bertujudul “Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris”, Vol.3, No. 1,

2021.7!

Penelitian ini memfokuskan kepada analisis pengaruh yang ditimbulkan
ketika menggunakan upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa waris.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative serta dua metode
sekaligus yakni metode penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tahap pelaksaan mediasi terdiri dari tiga tahap yakni tahap
pramediasi, tahap pelaksaan mediasi, dan tahap akhir mediasi atau hasil mediasi.
Pengaruh mediasi dalam penyelesaian sengketa waris dapat dikatakan berhasil
karena para pihak yang bersengketa berdamai dapat berdamai sesuai dengan akta

damai yang dibuat dan disepakati masing-masing ihak yang berperkara.

Dari ketiga penelitian terdahulu diatas, tentunya memiliki kesamaan dan
perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya
terletak pada substansi kajian yakni mengenai sengketa harta warisan. sedangkan
perbedaanya terletak metode yang dibahas di dalamnya, bahwa penelitian

sebelumnya lebih mengarah kepada metode penetapan atas dasar kebiasaan

"1 Khozanah Ilma Terok, Zaini Munawir & Anggreini Atmei Lubis, “Pengaruh Mediasi
Dalam Penyelesaian Sengketa Waris”, JUNCTO:Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.3, No. 1, (2021).
Hal.14-21
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masyarakat yang diselesaikan secara kekeluargaan dan lembaga mediasi yang
disediakan oleh pengadilan.Sedangkan penelitian saat ini menggunakan praktek
pembagian dan penyelesaian dengan menggunakan bantuan atau alternatif
lembaga penghulu Negeri. Selain itu perbedaan juga terletak pada lokasi

penelitian, yakni di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.



BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam tulisan ini, maka jenis penelitian yang
digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan metode penelitian
yang berupaya untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set
kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa
sekarang dan kemudian dianalisis, dideskripsikan serta diinterpretasikan ke dalam
bentuk tulisan.'Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji data secara faktual
tentang peran penghulu Negeri sebagai lembaga pembantu Raja dalam
menyelesaikan persoalan agama islam, khususnya harta warisan (faraidh) ditengah
masyarakat Negeri Liang, kecamatan salahutu, kabupaten Maluku Tengah, dan
selanjutnya mendikripsikan apa yang ditemukan di lapangan ke dalam bentuk

tulisan.
B. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasar pada penelitian hukum yang dilakukan dengan

memakai pendekatan Syar’i.

'Ditha Prasanti & Benazir Bona Pratamawaty, “penggunaan media promosi dalam
komunikasi terapeutik bagi pasien di Kabupaten Serang”, Journal of Communication Studies,
Vol.2, No. 1 (Maret 2017),Hal.21

36
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C. Sumber Data
1) Data Primer

Data yang langsung diperoleh secara langsung dihimpun atau
dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utama atau sumber pertama.” Adapun data
primer yang diperoleh nantinya dari hasil wawancara yang akan dilakukan ialah
berasal dari imam masjid sebagai ketua dari lembaga penghulu itu sendiri dan
juga berasal dari staf penghulu,serta masyarakat yang terlibat dalam sengketa

harta waris.
2) Data Sekunder

Data sekunder ialah data pendukung dari data primer sebagai data utama
dalam penelitian yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen seperti
buku, jurnal, literatur maupun pihak lain yang terkait atau terlibat dalam

penelitian.’
D. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan data yang digunakan baik primer ataupun sekunder, maka
teknik yang digunakan dalam penelitian ini yakni Teknik observasi dengan
mengamati secara langsung fenomena atau objek yang diteliti, wawancara atau
interview yang dilakukan terhadap narasumber sebagaimana yang disebutkan

dalam data primer guna untuk mengetahui pandangan, kejadian, kegiatan,

2Almasdi Syahza, “Metodologi penelitian Edisi Revisi Tahun 2021”, (UR
Press:Pekanbaru, 2021), Hal.50
3Almasdi Syahza, Ibid., Hal.50
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pendapat, maupun perasaan dari narasumber itu sendiri, serta dokumentasi pada

tempat penelitian baik berupa foto atau video.*
E. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data
kualitatif ialah teknik yang melibatkan pengorganisasian data, menyusun data,
menjelalaskan data, memaknai data dari perpektif pertisipan penelitian, mencari
pola, tema serta kategori.’ Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data
kualitatif dalam pandangan Miles, Huberman dan Saldana, yang kemudian dibagi

dalam 3 proses, yakni:®
1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang inti atau penting, dengan mencari pola dan

temanya.’
2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data ialah kegiatan menggabungkan informasi yang tersusun
dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk

memahami apa yang sedang terjadi dan penelitian dapat dipastikan apakah

‘Wiki Angga Wiksana, “Studi deskriptif kualitatif tentang hambatan komunikasi
Fotografer dan model dalam proses pemotretan”, Jurnal MediaTor, Vol. 10, No. 1 (Juni 2017),
Hal.127

SFathor Rasyid, “Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif: teori, metode dan
praktek”, (Jawa Timur : IAIN Kediri Press), Oktober 2022, Hal. 191

®Feny Rita Fiantika dkk,”Metodologi Penelitian Kualitatif”,(Padang Sumatera Barat:PT.
Global Eksekutif Teknologi,2022), Hal.70-74

"Sustiyo Wandi , Tri Nurharsono & Agus Raharjo,”pembinaaan prestasi ekstrakulikuler
olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang”, Journal of Physical Education, Sport, Heart and
Recreations, Vol.2 No.8, http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/peshr ,Hal.527
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kesimpulan yang didapat sudah tepat atau sebaliknya harus dilakukan analisis

kembali.®
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (Conclusion drawing/verification)

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan =~ menarik dan
mengonfirmasikan kesimpulan yang disajikan dengan ringan serta menjaga
keterbukaan. Penarikan kesimpulan juga bergantung pada ukuran korelasi antar

catatan lapangan atau data-data yang didapatkan.’

8Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Al-Hadharah, Vol.17, No.33
(2018),Hal.94
Feny Rita Fiantika dkk , Op.Cit., Hal.72
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LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

A. Wawancara untuk pimpinan dan staf penghulu Negeri Liang

1. Bagaimana proses pengangkatan penghulu Negeri Liang?apakah
berdasarkan latar belakang pendidikan? Atau skill (kemampuan)
memahami pengetahuan ilmu agama yang mendalam?

2. Bagaimana alur pengajuan perkara di penghulu Negeri?

3. Apa saja persyaratan atau dokumen yang harus dipenuhi oleh masyarakat
jika ingin mengajukan penyelesaian sengketa ke lembaga penghulu
Negeri?

4. Persoalan seperti apa saja yang bisa di ajukan kepada Badan penghulu
Negeri Liang?

5. Berdasarkan pengalaman, seberapa sering sengketa harta warisan diajukan
pada penghulu Negeri sebagai lembaga keagamaan?

6. Apa saja metode yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa harta
waris di tengah masyarakat Negeri Liang?

7. Apakah lembaga penghulu Negeri Liang dalam menyelesaikan sengketa
harta warisan murni menggunakan hukum islam atau ada gabungan
dengan hukum adat?

8. Apakah penghulu Negeri Liang memperhatikan konsep bagian laki-laki 2
dan perempuan 1 dalam pembagia harta warisan?

9. Apakah setiap keputusan yang dikeluarkan lembaga penghulu Negeri

selalu diterima oleh masyaraka?
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10. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap masyarakat yang berperkara
tetapi tidak menerima dengan baik keputusan yang keluarkan?

11. Berdasarkan pengalaman, tindakan apa saja yang sering di dapatkan oleh
lembaga penghulu Negeri Liang dari masyarakat yang tidak menerima

tersebut?

B. Wawancara untuk masyarakat yang berperkara

1. Bagaimana tanggapan saudara/saudari terhadap kinerja lembaga penghulu
Negeri Liang, sudah sesuai atau belum?

2. Seringkah saudara/saudari menyelesaikan persoalan agama khususnya
masalah harta warisan di lembaga penghulu Negeri Liang?

3. Bagaimana cara saudara/saudari untuk mengajukan perkara di lembaga
penghulu Negeri?

4. Apa yang menjadi alasan sehingga saudara/saudari tidak menyelesaikan
masalah harta warisan secara kekeluargaan daripada lembaga penghulu?

5. Apakah saudara/saudari pernah menyelesaikan sengketa waris di
pengadilan Negeri?

6. Apakah setiap putusan yang di keluarkan sudah sesuai menurut pendapat
saudara/saudari?

7. Bagaimana respon saudara/saudari terhadap keputusan yang tidak sesuai
dari lembaga penghulu Negeri?

8. Berdasarkan pengalaman, apakah metode yang diguunakan oleh lembaga

penghulu Negeri Liang sudah sesuai ketentuan atau belum?



